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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pada permasalahan tersebut,
rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar Pengaruh Pengendalian terhadap
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten
Sumedang”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori
Pengendalian dari Hasibuan berdasarkan pelaksanaan dimensi Pengendalian Langsung dan
Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian. Adapun untuk
variabel Efektivitas peneliti mengacu pada pendekatan teori yang dikemukakan Steers yaitu
Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berdasarkan pendekatan teori-teori tersebut,
hipotesis yang diajukan adalah:”Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang
ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak
Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian”. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Penelitian Eksplanasi (Expanatory Research) dimana data
informasi dikumpulkan dari populasi, hasil data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk
mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya dengan teknik pengumpulan
data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Unsur Populasi dalam penelitian ini
terdiri dari Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Cimanggung dan Masyarakat Kecamatan
Cimanggung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus
slovin. Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk merumuskan hipotesis adalah Uji
Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil
penelitian yang menunjukan adanya hubungan sedang dan signifikan antara Pengendalian
terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini teruji
secara empirik. Pengendalian Pemerintah Daerah memiliki pengaruh serta signifikan terhadap
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Cimanggung Kabupaten
Sumedang.

Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT
The problem in this research is the ineffectiveness of collecting land and building taxes in
Cimanggung District, Sumedang Regency. Based on these problems, the formulation of the
problem proposed is: "How big is the Effect of Control on the Effectiveness of Collecting Land
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and Building Taxes in Cimanggung District, Sumedang Regency". Analysis of the research
problem was carried out using Hasibuan's Control theory approach based on the
implementation of the dimensions of Direct Control and Indirect Control and Control Based
on Exceptions. As for the effectiveness variable, the researcher refers to the theoretical
approach proposed by Steers, namely Goal Achievement, Integration and Adaptation. Based
on these theoretical approaches, the proposed hypothesis is: "The magnitude of the Effect of
Control on the Effectiveness of Collecting Land and Building Taxes in Cimanggung District,
Sumedang Regency is determined by the implementation of the dimensions of Direct Control
and Indirect Control and Control Based on Exceptions™. The method used in this study This is
an Expanatory Research Method where information data is collected from the population, the
results of the data collected are then analyzed to measure the effect of one variable on another
variable with data collection techniques using questionnaires, observations, and
interviews.The population element in this study consists of The Head of Public Service in
Cimanggung District and the Community in Cimanggung District. The sampling technique in
this study was using the Slovin formula. The data analysis technique used to formulate the
hypothesis was the Simple Linear Regression Test. . Based on the results of data processing
carried out, research results showed that there was a moderate and significant relationship
between Control on the Effectiveness of Collecting Land and Building Taxes in Cimanggung
District, Sumedang Regency. Thus the hypothesis proposed in this study was tested empirically.
Local government control has a significant and significant influence on the effectiveness of
land and building tax collection in Cimanggung sub-district, Sumedang Regency.

Keywords: Control, Effectiveness, Land and Building Tax Collection

1. PENDAHULUAN daerah sesuai dengan peraturan perundang-

Kemampuan mengelola keuangan yang undangan, terdiri dari Pajak Daerah,
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Retribusi  Daerah, Hasil pengelolaan
tercermin pada Anggaran Pendapatan dan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-
Belanja  Daerah (APBD)  seperti lain pendapatan asli daerah yang sah.
kemampuan daerah dalam meningkatkan Berdasarkan Undang-Undang
penerimaan daerahnya serta mampu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
membiayai pembangunan daerah dan Daerah dan Retribusi Daerah bahwasannya
pelayanan sosial yang diberikan kepada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
masyarakat (Antari & Sedana, 2018: 1082). Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun telah  dilimpahkan  segala  proses
2004 tentang Perimbangan Keuangan pengadminitrasian  hingga pemungutan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah kepada pemerintah daerah.
Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang
yang dipungut berdasarkan peraturan atau badan yang secara nyata mempunyai
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hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh
mendapat dari bumi dan bangunan. Sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang No.1 tentang
Perubahan kedua atas peraturan daerah
nomor 8 yahun 2010 tentang pajak daerah
mengingat Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan
perpajakan yang merupakan landasan
pemungutan pajak ditetapkan dengan
Undang-undang.

Peraturan Bupati nomor 32 tahun
2017 tentang pelimpahan sebagian
kewenangan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan dari
bupati  kepada badan  pengelolaan
pendapatan  daerah, kecamatan dan
pemerintah desa/kelurahan bahwa untuk
mengefektifkan pemungutan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
Kabupaten Sumedang, perlu adanya
kerjasama antara aparatur di perangkat
daerah pengelola pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan dengan aparatur
yang berada di tingkat kecamatan dan
desa/kelurahan.

Dalam  rangka  pengendalian,
percepatan dan peningkatan pelayanan
kepada wajib pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan, perlu adanya
pelimpahan wewenang pengelolaan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan kepada perangkat daerah

pengelola pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan, kecamatan dan
pemerintah desa/kelurahan.

Kecamatan dan pemerintah

desa/kelurahan  memiliki  wewenang
pendistribusian SPPT pajak bumi dan
bangunan untuk batasan pembayaran
sampai dengan 2 juta (buku 1, 2, dan 3)
sedangkan untuk pembayaran 2 juta keatas
(buku 4 dan 5) dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pemungutan pajak memang
bukanlah pekerjaan yang mudah karena
selain peran aktif petugas perpajakan juga
dituntut pemahaman, kemauan dan
kesadaran dari masyarakat sebagai wajib
pajak. Proses pemungutan pajak itu sendiri
tidak lepas dari permasalahan baik yang
datang dari aparatur pemerintah itu sendiri
maupun dari masyarakat. Wajib pajak
mempunyai kewajiban untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang
terhutang setiap tahunnya. Maka dari itu
proses administrasi dari instansi perpajakan
dan kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak merupakan hal penting
dalam penarikan pajak tersebut, karena itu
merupakan suatu hal yang penting
menentukan dalam keberhasilan pelunasan
pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
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Kecamatan Cimanggung terdapat
11 Desa, yakni Desa Nangunarga, Desa
Sawahdadap, Desa Sukadana, Desa
Cikahuripan, Desa Sindanggalih, Desa
Sindangpakuan, Desa Cimanggung, Desa
Tegalmanggung, Desa Sindulang, Desa
Pasirnanjung.

Kecamatan Cimanggung,
Kabupaten Sumedang adalah salah satu
daerah otonom yang diberi kewenangan
untuk melaksakan pembangunan daerah
secara  mandiri, termasuk  dalam
pengelolaan  keuangan daerah  untuk
melaksanakan  pembangunan  tersebut.
Pendapatan asli daerah memegang peranan
yang penting guna mendukung
pembangunan, pendapatan tersebut berasal
salah satunya dari penerimaan sektor pajak
bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi yang
tinggi sebagai penerimaan daerah sektor
pajak.

Pada perkembangannya, saat ini
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Sumedang sudah memiliki
suatu program tersendiri untuk mengatasi
permasalahan pada pajak Bumi dan
Bangunan, yakni Sistem Pengendalian
Internal (SPI). Dimana SPI tidak ada
permasalahan hanya ada  beberapa
permasalahan dari wajib pajak itu sendiri

seperti: kesadaran wajib  pajak,

pembayaran pajak dan pelaporan pajak
(SPPT). Ada
permasalahan di Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA)
Sumedang pada penerimaan pajak bumi

terutang beberapa

Kabupaten

dan bangunan. Yaitu, seperti surat
pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
yang disampaikan ke daerah-daerah
khususnya didaerah perdesaan dan
kecamatan yang sudah dilaporkan tetapi
tidak sampai ke Kantor Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Mengingat pentingnya sumbangan
yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi
dan bangunan bagi pembiayaan
pembangunan maka pemungutan PBB
harus dilakukan secara efektif, sehingga
nantinya  akan  dapat  memberikan
sumbangan yang besar pada Pendapatan
Asli  Daerah. Namun  keberhasilan
pemerintah dalam merealisasikan
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang
sesuai target sebagai wujud keberhasilan
pemerintah mulai dari tingkat desa sampai
kecamatan dipengaruhi oleh faktor intern
yaitu organisasi yang mengelola PBB dan
faktor ekstern vyaitu pada keadaan
masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti
berasumsi  sementara bahwa  belum
optimalnya efektivitas pemungutan pajak

bumi dan bangunan di Kecamatan
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Cimanggung, Kabupaten Sumedang antara
lain:

1. Hasil kerja yang dicapai belum
sesuai standar yakni Pajak terutang PBB
harus terkumpul 80% sebelum jatuh tempo
tetapi baru terkumpul kurang dari 60%

2. Surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT) PBB sudah disampaikan kepada
wajib pajak tetapi tidak dibayar oleh wajib
pajak

3. Surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT) yang disampaikan ke daerah-daerah
khususnya didaerah  perdesaan  dan
kecamatan yang sudah dilaporkan tetapi
tidak sampai ke Kantor Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA).

4. Surat pemberitahuan Pajak terutang
(SPPT) tidak dapat disampaikan kepada
wajib pajak karena wajib pajak tidak
diketahui keberadaannya

5. Kurangnya  kerjasama  antara
aparatur Kecamatan dengan aparatur Desa
sehingga pemungutan PBB-P2 belum
optimal

6. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap masyarakat Kecamatan
Cimanggung harus dilakukan secara
berkesinambungan tetapi hanya dilakukan
satu tahun sekali.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengendalian
Menurut Earl P. Strong dalam
Hasibuan ~ (2001) bahwa:  "Proses

pengaturan  berbagai  faktor  dalam

perusahaan, agar pelaksanaan sesuai

dengan ketetapan-ketetapan dalam
rencana”. Sejalan dengan itu Harold Koontz
dalam Hasibuan (2001) bahwa:

"Pengendalian adalah pengukuran dan

perbaikan terhadap pelaksanaan Kkerja

bawahan, agar rencana-rencana yang telah
dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan
perusahaan dapat terselenggara”

Cara-cara  pengendalian  atau
pengawasan ini  menurut  Hasibuan
(2006:245) dalam bukunya yang sama
dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengendalian langsung adalah
pengendalian yang dilakukan sendiri
secara langsung oleh seorang manajer
atau pimpinan. Pimpinan memeriksa
pekerjaan yang sedang dilakukan
untuk mengetahui apakah dikerjakan
dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai
dengan yang dikehendakinya.

2. Pengendalian tidak langsung adalah
pengendalian jarak jauh, artinya
dengan melalui laporan yang diberikan
oleh bawahan. Laporan ini dapat
berupa lisan atau tulisan tentang
pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil
yang telah dicapai.

3. Pengendalian berdasarkan kekecualian
adalah pengendalian yang dikhususkan
untuk kesalahan-kesalahan yang luar
biasa dari hasil atau standar yang
diharapkan. Pengendalian semacam ini
dilakukan dengan cara kombinasi
langsung dan tidak langsung oleh
pimpinan.

Dengan memperhatikan cara-cara
pengendalian tersebut, diharapkan
pengendalian Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) dapat berjalan sesuai dengan rencana.
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Selanjutnya dalam konsep
efektivitas, efektivitas digunakan dalam
landasan pada setiap organisasi atau
lembaga dalam mencapai tujuannya.

2.2 Pengertian Efektivitas

Menurut  Richard M. Steers,
efektivitas yang berasal dari efektif, yaitu
suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu
pekerjaan dapat mengahasilkan satu unit
keluaran  (output). Suatu  pekerjaan
dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat
diselesaikan tepat, ada waktunya sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dimensi pengukuran efektifitas diperlukan
tiga dimensi utama yang sangat
mempengaruhi terhadap ukuran efektivitas.
Menurut Steers (dalam Gauradira &
Sarihati, 2015:12-13) yaitu sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan

upaya pencapaian tujuan  harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh
karena itu, agar pencapaian tujuan
akhir semakin terjamin diperlukan
tahapan baik dalam arti pentahapan
pencapaian bagian-bagiannya maupun
pentahapan dalam arti periodisasinya.
Pencapaian  tujuan  berdiri  dari
beberapa faktor yaitu; Kurun waktu
pencapaiannya ditentukan, Sasaran
merupakan target yang kongkrit, dan
Dasar hukum.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap
tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi,
pengembangan konsensus dan
komunikasi dengan berbagai macam
organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari
beberapa faktor yaitu; Prosedur dan
proses sosialisasi

3. Adaptasi adalah proses penyesuaian
diri yang dilakukan untuk
menyelaraskan suatu individu terhadap

perubahan-perubahan yang terjadi di
lingkungannya. Adaptasi terdiri dari
beberapa faktor yaitu; Peningkatan
kemampuan, Sarana dan prasarana.

Orientasi dalam penelitian tentang
efektivitas sebagian besar dan sedikit
banyak pada akhirnya bertumpu pada
pencapaian tujuan. Mengacu pada teori
pemecah masalah tersebut di atas, peneliti
berharap bahwa dalam pelaksanaan
Pemunguntan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat
menerapkan efektivitas melalui pencapaian
tujuan, integrasi, adaptasi.

Hubungan pengendalian terhadap
efektivitas menurut  Menurut  Lewis,
Goodman dan Fandt (2004), agar suatu
sistem pengendalian dapat berjalan secara
efektif dalam mendeteksi dan melakukan
tindakan koreksi terhadap berbagai kinerja
yang tidak sesuai dengan standar.

2.3 Pengertian Pajak Bumi dan
Bangunan

Definisi pajak menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja atau yang disebut Undang-
Undang Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1)
adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain mengenai pajak, yaitu
menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro di
dalam Mardiasmo (2013), bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat



SOSPOL: Jurnal llmu Sosial dan IImu Politik, VVol. 27, No. 2, Desember 2022, him. 1- 12

p-1SSN : 1693-3109; e-ISSN : 2685-1172;

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat
ditujukan dan yang digunakan untuk
membayar umum.

Selanjutnya  menurut  Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi
wajib pajak kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa, berdasarkan pada Undang-
Undang vyang berlaku dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
pajak pusat, yang pengenaannya diatur oleh
Undang-undang dan  dikelola oleh
pemerintah pusat. Namun, sebagian besar
hasil pungutan PBB tersebut dikembalikan
atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah
yaitu sebesar 80%. Dengan pertimbangan
bahwa dana tersebut akan digunakan untuk
kepentingan masyarakat daerah yang
bersangkutan. Dengan demikian,
masyarakat diharapkan dapat terdorong
untuk memenuhi kewajiban pembayaran
PBB, vyang sekaligus mencerminkan
kegotongroyongan rakyat dalam
pembiayaan pembangunan.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan
oleh peneliti adalah metode penelitian
kuantitatif. Dimana penelitian ini, mencoba
untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian
terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kecamatan

Cimanggung Kabupaten Sumedang.

4. PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas
Berikut adalah hasil

validitas

pengujian

masing-masing  penelitian

yang bersumber dari kuesioner yang

sudah diolah:

Tabel 4.1 Uji Validitas Pengendalian

(X1)
Item R R Ket.
Pernyataan hitung tabel
1 0,983 0,189 Valid
2 0,988 0,189 Valid
3 0,988 0,189 Valid
4 0,988 0,189 Valid
5 0,986 0,189 Valid
6 0,993 0,189 Valid
7 0,981 0,189 Valid
8 0,979 0,189 Valid

Sumber: Data primer yang diolah

menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2, dapat

diketahui bahwa nilai r hitung masing-

masing item lebih besar dari nilai r

tabel.Sehingga  dapat  disimpulkan

bahwa 8 item pada variabel

Implementasi (X1) dapat disimpulkan

valid.

Tabel 4.2 Uji Validitas Efektivitas (Y)
Item R R Ke
Pernya hit ta t.
taan ung bel
1 0,9 0,1 Va

79 89 lid
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2 0,9 01] Va
87 89 lid
3 0,9 01| Va
83 89 lid
4 0,9 01| Va
84 89 lid
5 0,9 01| Va
81 89 lid
6 0,9 01| Va
89 89 lid
7 0,9 01| Va
83 89 lid

Sumber : Data primer yang dioleh
menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.3, dapat
diketahui bahwa nilai r hitung masing-
masing item lebih besar dari nilai r
tabel.Sehingga dapat  disimpulkan
bahwa 7 item pernyataan pada variabel
Efektivitas (Y) valid.

4.2 Uji Reliabilitas
Berikut hasil pengujian reliabilitas dari
setiap variabel dalam penelitian ini:
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Pengenda 0,996 Sang Reli
lian (X) at abel
Kuat

Cronb )
) Krite
Variabel ach ) Ket.
ria
Alpha
Efektivita 0,994 Sang Reli
s (Y) at abel
Kuat

Sumber: Data primer yang diolah
menggunakan SPSS

Berdasarkan  Tabel 4.3 hasil
pengujian reliabilitas maka dapat
diketahui bahwa variabel Efektivitas
dan Pengendalian adalah reliabel
karena hasil uji reliabilitas dengan
menggunakan bantuan SPSS memiliki
nilai lebih besar dari nilai Alpha
Croanbach, dikatakan reliabel karena
hasil ini dibandingkan dengan nilai
pada Croanbach’s Alpha dengan nilai
0,700 atau 70% dengan tingkat
signifikan 0,05 karena seluruh item
memiliki nilai > 0,700 maka seluruh
item dinyatakan memenuhi persyaratan
pengujian reliabel.

4.3 Analisis Pengaruh
Pengendalian  Terhadap
Efektivitas Pemungutan
Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan
Cimanggung

Berdasarkan pengolahan data telah
diketahui besaran pengaruh
pengendalian  terhadap  efektivitas
pemungutan pajak bumi dan bangunan
di Kecamatan Cimanggung sebesar
50,4 % dan 49,6% merupakan faktor

lain yang mempengaruhi pengendalian




terhadap efektivitas pemungutan pajak
bumi dan bangunan yang tidak ditindak
lanjuti  oleh  peneliti.  Menurut
klasifikasi reliabilitas menurut Guildfor
dalam Ridwan (2016: 218) memiliki
skor 0,540 dan berada pada kisaran
0,40-0,599 yang memiliki arti tingkat
korelasi yang cukup. Sebaik apapun
suatu pengendalian apabila tanpa
dilakukan dengan efektif maka hasil
yang didapat akan kurang optimal.
Sederhananya bahwa semakin
dipenuhinya unsur-unsur pada variabel
pengendalian, maka semakin tinggi
efektivitas pemungutan pajak bumi dan
bangunan di Kecamatan Cimanggung.

Hasil perhitungan Uji Signifikasi
Hipotesis menujukan bahwa nilai Frapel
untuk n=105 dan k=2 pada taraf 5%
adalah sebesar 0,189. Sehingga dapat
diketahui bahwa Fnitung Sebesar 120,894
> Fapel 0,189 ini berarti Ho ditolak dan
H: diterima. Pengendalian memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
efektivitas pemungutan pajak bumi dan
bangunan di Kecamatan Cimanggung.

4.4 Interpretasi Penelitian

4.1.1 Dimensi Pengendalian

Langsung

Berdasarkan pada pengolahan data
variabel pengendalian dimensi
pengendalian  langsung,  dimensi

tersebut diukur dengan 3 indikator dan
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nilai cukup baik oleh responden.
Hasibuan  (2006:245) mengatakan
dalam bukunya bahwa pengendalian
langsung adalah pengendalian yang
dilakukan sendiri secara langsung oleh
manajer atau pimpinan.

Namun berdasarkan hasil
penelitian, pada indikator pertama yaitu
Inspeksi langsung oleh kecamatan
cimanggung terhadap pelaksanaan
PBB-P2 memperlihatkan kurangnya
pelaksanaan inspeksi langsung terhadap
pelaksanaan PBB-P2, hal itu
dikarenakan  wilayah  kecamatan
cimanggung yang luas dan
berbenturkan jadwal kegiatan inspeksi
dengan kegiatan lainnya. Pada indikator
kedua yaitu observasi langsung oleh
kecamatan  cimanggung terhadap
pelaksanaan  pemungutan PBB-P2
memperlihatkan bahwa kurangnya
observasi langsung terhadap
pelaksanaan  pemungutan PBB-P2
dikarenakan komunikasi yang dibangun
dengan seluruh desa belum optimal
juga ketersediaan SDM yang minim
baik secara kualitas mapun kuatitas.
Pada indikator ketiga penelusuran
langsung oleh Kecamatan Cimanggung
terhadap pelaksanaan pemungutan
PBB-P2  memperlihatkan ~ bahwa
kurangnya penelusuran langsung oleh
Kecamatan Cimanggung terhadap



PBB-P2

dikarenakan masih ada oknum-oknum

pelaksanaan pemunguntan
aparatur kecamatan/desa yang masih
melakukan pelanggaran.
4.1.2 Dimensi Pengendalian
Tidak langsung
Berdasarkan pada pengolahan data
variabel pengendalian dimensi
pengendalian tidak langsung, dimensi
tersebut diukur dengan 3 indikator dan
nilai cukup baik oleh
(2006:245)

dalam bukunya bahwa pengendalian

responden.
Hasibuan mengatakan
tidak langsung adalah pengendalian
jarak jauh, artinya dengan melalui
laporan yang diberikan oleh bawahan.
Namun berdasarkan hasil penelitian
indikator pertama yaitu laporan secara
lisan pelaksanaan pemungutan PBB-P2

memperlihatkan kurangnya komunikasi

yang dilakukan  oleh  kolektor
pemungutan PBB-P2 desa dengan
koordinator pemungutan PBB-P2,

laporan lisan yang diterima oleh

koordinator cenderung hanya dilakukan

beberakali ketika menjelang
penyelesaian  kegiatan pemungutan
PBB-P2. Seharusnya laporan lisan

selalu bertahap mulai dari 0% yang
merupakan laporan perencanaan, 50%
yang merupakan laporan pertengahan
atau progress kegiatan, dan 100% yang
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merupakan laporan hasil keseluruhan
kegiatan pemungutan PBB-P2.

Pada indikator kedua yaitu laporan
tertulis pelaksanaan pemungutan PBB-
P2, memperlihatkan bahwa permintaan
tertulis oleh  koordinator
PBB-P2

cimanggung terkait pemungutan PBB-

laporan
pemungutan kecamatan
P2 oleh kolektor desa diterima 3 bulan
sekali, yang dimana seharunya laporan
PBB-P2

dilaporkan dalam jangka waktunya

tertulis pemungutan

laporan/minggu dan laporan/bulan,
mulai dari laporan perencanaan hingga
laporan hasil keseluruhan kegiatan
pemungutan PBB-P2.

Pada

menindaklanjuti laporan pelaksanaan

indikator ketiga
pemungutan PBB-P2 memperlihatkan
bahwa belum maksimalnya Kasi
Publik

Cimangggung dalam menindaklanjuti

Pelayanan kecamatan

laporan pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 dikarenakan

kecamatan

luasnya wilayah

cimanggung minimnya
sumberdaya manusia di kecamatan
cimanggung.

4.1.3

Berdasarkan Kekecualian

Dimensi Pengendalian
Berdasarkan pada pengolahan data

variabel pengendalian dimensi

pengendalian berdasarkan kekecualian,

dimensi tersebut diukur dengan 2



indikator dan nilai cukup baik oleh
(2006:245)

mengatakan dalam bukunya bahwa

responden.  Hasibuan
pengendalian berdasarkan kekecualian
adalah pengendalian yang dikhususkan
unutuk kesalahan-kesalahan yang luar
biasa dari hasil atau standar yang
diharapkan.

Namun berdasarkan hasil
penelitian, pada indikator pertama yaitu
Kecamatan cimanggung menelusuri
ketidaksesuaiaan rencana pemungutan
PBB-P2

upaya Kecamatan Cimanggung dalam

meperlihatkan ~ minimnya

menulusuri  ketidaksesuaian rencana
dengan pelaksanaan pemungutan PBB-
P2, yang mengakibatkan adanya
penyalahgunaan tugas dilapangan oleh
kolektor pemunguntan PBB-P2 desa.
Pada Indikator kedua kecamatan
cimanggung memberikan  tindakan
korektif yang

melanggar dikaitkan dengan penegasan

kepada  aparatur

mengenai sanksi administrasi dan
pidana simuat pada pasal 38 vyaitu
ketidak sengajaan, lalai, tidak hati-hati,

kurang mengindahkan kewajibannya

sehingga perbuatan tersebut dapat
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara.

Berdasarkan temuan yang
ditemukan oleh peneliti hal itu

membuktikan bahwa variabel
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pengendalian dimensi pengendalian
langsung, pengendalian tidak langsung,
pengendalian berdasarkan kekecualian

belum optimal.

5. SIMPULAN
Berdasarkan temuan peneliti dalam
pelaksanaan pengendalian ditemukan
masalah antara lain, sebagai berikut:

1. Pengendalian langsung adalah
pengendalian yang dilakukan sendiri
secara langsung oleh seorang manajer
atau pimpinan.. Pengendalian langsung
PBB-P2 i

Cimanggung masih menjadi masalah

terkait Kecamatan
dikarenakan

jarak antara Kantor Kecamatan dengan
Beberapa Wajib Pajak cukup jauh
sehingga sulit dilakukan pengendalian
langsung, namun pelakasanaan inspeksi
dan observasi kepada wajib pajak tetap
dilakukan.

2. Pengendalian tidak langsung adalah
pengendalian jarak jauh, artinya dengan
melalui laporan yang diberikan oleh
bawahan. Pengendalian tidak langsung
PBB-P2 i

Cimanggung masih menjadi masalah

terkait Kecamatan

dikarenakan dalam laporan lisan,
laporan tertulis dan menindaklanjuti
laporan pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 hanya dilakukan saat pelaksaanaan

inspeksi dan observasi saja.



SOSPOL: Jurnal llmu Sosial dan IImu Politik, VVol. 27, No. 2, Desember 2022, him. 1- 12

p-1SSN : 1693-3109; e-ISSN : 2685-1172;

3. Pengendalian berdasarkan
kekecualian adalah pengendalian yang
dikhususkan untuk kesalahan-
kesalahan yang luar biasa dari hasil atau
standar yang diharapkan. Pengendalian
semacam ini dilakukan dengan cara
kombinasi langsung dan tidak langsung
oleh pimpinan. Pengendalian
berdasarkan oleh kekecualian oleh
kecamatan cimanggung terkait PBB-P2
masih menjadi masalah karena masih
adanya pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan

pemerintah desa (kolektor

olen  oknum  aparatur

PBB-2
tingkat desa) yakni tidak menyerahkan
SPPT yang sudah dilaporkan oleh wajib

pajak.
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